
QUBERlWR LAMPUNG 

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR 87 TAHUl'f 2016
 

TBl'fTAl'IG 

KEDUDUKAN', SUSUl'fAl'l ORGAl'fISASI, TUGAB DAl'I J'UNGSI BERTA
 
TATAKERJA DIBAB PERlNDUSTRJAlI( PROVlNSI LAMPUl'fG
 

DEl'fGAN RAHMAT TUHAl'f YANG MAlIA E8A 

GUBERl'fUR LAMPUNG, 

Menimbang a.	 babwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan 
Daerab Provinsi Lampung Nomor 8 Tabun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat DaKemitraanerah 
Provinsi Lampung, perlu menetapkan kedudukan, susunan 
organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas 
Perindustrian Provinsi Lampung; 

b.	 babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a tersebut di atas, agar penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada 
masyarakat di daerah berjalan lancar, tertib, berdayaguna 
dan berhasilguna, perlu menetapkannya dengan Peraturan 
Gubernur; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tabun 1964 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 
Tabun 1964 tentang Pembentukan Daerab Tingkat I 
Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 
Tabun 1954 tentang Pembentukan Daerab Tingkat I 
Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang; 

2.	 Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

3.	 Undang-Undang Nomor 5 Tabun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara; 

4.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerab sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tabun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tabun 2016 tentang 
Perangkat Daerah; 

7.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tabun 2011 
tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan 
Pemerintah Daerab; 
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8.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

9.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Daerah; 

10.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Lampung; 

MEMUTUSKAN': 

PERATURAB GUBERNUR TENTAl'IG KEDUDUKAII. SUSUNAl'I 
ORGAInSASI. TUGAB DAl'I JI'Ul'fGSl BERTA TATAKERJA 
DllfAB PERllfDUSTRIAl'I PROVllfSl LAMPUlfG. 

BAH I 

KETElfTUAl'I UIIUII 

Puall 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 
1.	 Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung. 
2.	 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung. 
3.	 Peraturan Gubemur adalah Peraturan Gubemur Lampung, 
4.	 Gubernur adalah Gubemur Lampung. 
5.	 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Lampung. 

6.	 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi 
Lampung. 

7.	 Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan 
oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

8.	 Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari 
Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah 
danlatau perangkat pusat di daerah, 

9.	 Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah 
kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk 
melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, 
sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan 
kewajiban melaporkan peIaksanaannya dan 
mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. 

10.	 Dinas Perindustrian adalah Dinas Perindustrian Provinsi 
Lampung. 

11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Provinsi 
Lampung. 

12. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit PeIaksana Teknis 
Dinas pada Dinas Perindustrian Provinsi Lampung. 

13. Kelompok	 Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan 
Fungsional pada Dinas Perindustrian Provinsi Lampung. 
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BABD 

KEDUDUKAN, TUGAS, FUl'fGSI DAN SUSUBAN ORGAlflSASI 

Ragian Keaatu 

KedudulraD, Tups Pokok claD FuDpt 

Paragraf 1 

XedudukaD 

Pual2 

(1)	 Dinas Perindustrian merupakan pelaksana Urusan Pemerintahan bidang 
perindustrian yang menjadi kewenangan daerah. 

(2)	 Dinas Perindustrian Provinsi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan 
di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 

Tups Pokok daD FuDpt 

Pual3 

(1)	 Dinas Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan 
pemerintahan provinsi di bidang perindustrian berdasarkan asas otonomi 
yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta 
tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Dinas 
Perindustrian mempunyai fungsi: 
a.	 perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan/pedoman teknis bidang 

perindustrian; 
b.	 penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang 

perindustrian; 
c.	 pembinaan, fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang 

akan dikembangkan di provinsi; 
d.	 pemberian fasilitas usaha dalam rangka perlidungan dan pengembangan 

berusaha serta pengembangan industri di provinsi: 
e.	 pelaksanaan tugas di bidang industri agro, industri aneka dan industri 

dasar; 
f.	 pemantauan, monitoring, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan urusan 

pemerintahan di bidang perindustrian provinsi; 
g.	 pelaksanaan kesekretariatan 
h.	 dinas; dan 
i.	 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

BegiRD Kedue 

SuaUIUlD Organleast 

Pual4 

(1)	 Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, terdiri dan: 
a.	 Kepala Dinas; 
b.	 Sekretariat, membawahi:
 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 
2) Sub Bagian Keuangan; dan
 
3) Sub Bagian Perencanaan.
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c.	 Bidang Industri Agro, membawahi:
 
1) Seksi Industri Hasil Pertanian;
 
2) Seksi Industri Hasil Perkebunan dan Kehutanan; dan
 

3) Seksi Industri Hasil Perikanan, Kelautan dan Peternakan.
 

d.	 Bidang Industri Aneka, membawahi:
 
1) Seksi Industri Sandang;
 
2) Seksi Industri Furniture; dan
 
3) Seksi Industri Kulit dan Kerajinan.
 

e.	 Bidang Industri Dasar, membawahi: 
1) Seksi Industri Logam, Mesin dan Alat Transpotasi; 
2) Seksi Industri Keramik, Bahan Bangunan dan Hasil Pertambangan; 

dan
 
3) Seksi Industri Kimia dan Elektronika.
 

f,	 Bidang Pengendalian, Ketjasama dan Perwilayahan Industri, membawahi: 
1) Seksi Pengendalian Industri; 
2) Seksi Kerjasama Industri; dan 
3) Seksi Perwilayahan Industri. 

g.	 Unit Pelaksana Telmis Dinas (UPTD). 

h. Kelompok	 Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional 
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan 
keterampilannya. 

(2)	 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hum! b, dipirnpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Dinas. 

(3)	 Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hum! c, huruf d, huruf 
e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepala Kepala Dinas. 

(4)	 Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas. 

(5)	 Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e 
dan huruf!, masing-masing dipirnpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada 
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan, 

(6)	 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h 
dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan 
bertangungjawab kepada Kepala Dinas. 

(8)	 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini. 
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BABm 

RIKClAN TUGAB DAN FUl'fGSI 

B8g:i8n Kesatu 

Kepa)a DiDas 

Pasal5 

(1)	 Kepala Dinas Perindustrian mempunyai tugas memimpin, mengendalikan 
serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Perindustrin, yang 
menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang 
diberikan oleh Pemerintah kepada Gubemur, serta tugas lainnya yang sesuai 
dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubemur berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Kepala 
Dinas Perindustrian mempunyai fungsi: 
a.	 perumusan kebijaksanaan, pengaturan dan penetapan standarrpedoman 

dibidang perindustian dengan berkoordinasi baik melalui Konsultasi 
kesetiap kementerian, Koordinasi ke Dinas-dinas terkait Kabupaten/Kota, 
Rapat Koordinasi dengan Sekretariat/ Kepala Bidang-Bidang satker 
terkait/Kepala UPTD dilingkungan Dinas Perindustrian Provinsi Lampung 
sehingga mendapatkan hasil kebijakan, Perencanaan yang tepat sasaran 
dan tepat waktu sesuai perundang-undangan yang ber1aku; 

b.	 perumusan program keIja dinas perindustrian sebagai pedoman keIja 
dengan berkoordinasi dalam bentuk rapat-rapat koordinasi dengan semua 
satuan keIja di lingkungan Dinas Perindustrian Provinsi Lampung, dan 
menjabarkan dalam rencana program aksi dan kegiatan berdasarkan 
tugas pokok dan fungsi serta peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

c.	 perumusan kebijakan penyelenggaraan kegiatan perindustrian 
berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk dijadikan pedoman 
pada seluruh stuan keIja dilingkungan Dinas Perindustrian Provinsi 
Lampung; 

d.	 penetapan Rencana Startegis (Renstra) tahunan melalui rumusan, sasaran 
indikator serra anggaran agar program dan kegiatan yang dilaksanakan 
dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu organisasi satuan keIja; 

e.	 pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Perindustrian dengan 
Kementerian, Gubemur, melalui pertemuan dan rapat agar dihasilkan 
rumusan yang tersistimatis dan terencana sesuai kebutuhan, tepat waktu 
dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

f.	 pemfaisilitasi dan berkoordinasi Pemerintah Kabupaten dan Kota melalui 
dinas terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada setiap satuan kerja 
agar terwujudnya sinkronisasi, dinamisasi setiap pelaksanaan kegiatan 
sesuai kebutuhan dan kemampuan yang ada; 

g.	 penyediaan dukungan pengembangan perindustrian serta keIjasama antar 
Kabupatenj'Kota bidang perindustrian dengan melakukan inventarisasi 
data serta rapat-rapat koordinasi yang rutin, sehingga kegiatan dapat 
terlaksana dengan baik dan tepat sasaran; 

h.	 pembinaan dan memberdayakan perindustrian dengan melakukan 
Pernbinaan, Pengawasan, Pengendalian secara berkala melalui satker­
satker terkait sehingga IKM dapat tumbuh berkembang dengan baik dan 
lancer; 
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i. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional 
dilingkungan perindustrian dengan melakukan Pembinaan, Pengendalian 
dan Pengawasan secara rutin terhadap kegiatan-kegiatan yang 
dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional sehingga pelaksanaan tugas pejabat 
fungsional Perindustrian dapat beIjalan sesuai dengan peraturan yang 
berlaku; 

j. pemberian pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi kepada 
seluruh karyawan-karyawati dilingkungan Dinas Perindustrian Provinsi 
Lampung melalui Pertemuan, rapat-rapat, Pengajian, pendekatan 
langsung sehingga teIjalin keharmonisan, kekeluargaan yang akan 
menimbulkan dampak positif dan menambah semangat keIja; 

k. perumusan bahan penetapan kebijakan pimpinan dibidang Industri 
berdasarkan rencana keIja tahunan yang telah ditetapkan agar diperoleh 
komitmen tertulis rencana keIja yang akan dicapai; 

1.	 pengelolaan kesekretariatan dengan melakukan pendekatan, Pembinaan, 
pengendalian, pegawasan dalam hal administrasi, management, rumah 
tangga, tata naskah dinas, disiplin pegawai tentang jam kerja, pakaian 
dan atribut sehingga kesekretariatan dapat lebih baik dan teratur sesuai 
peraturan yang telah ditetapkan; 

m. pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dan setiap satuan 
keIja dilingkungan dinas Perindustrian Provinsi Lampung agar diperoleh 
data dan bahan penyempurnaan kebijakan dimasa yang akan dating; 

n.	 pelaporan alruntabilitas kineIja Dinas Perindustrian melalui laporan 
akuntabilitas kineIja dati satuan keIja sebagai bahan pertanggungjawaban 
program dan kegiatan setiap tahun anggaran; 

o.	 pengendalian dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemberibantuan serta 
mekanisme penyaluran dana buat IKM; 

p.	 pengendalian, Pengawasan, dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan di UPI'D 
Balai Industri Logam Keramik dan bahan-bahan bangunan serta 
memanfaatkan tenaga ah1i yang ada untuk keberhasilan pelaksanaan 
tugas;dan 

q.	 pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan pimpinan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas. 

Bagiaa Kedua 

8ekretariat 

Pa8al6 

(1)	 Sekretariat mempunyai tugas Mengkoordinasikan dan melaksanakan 
kegiatan surat menyurat, rumah tangga, perencanaan, perlengkapan, 
keuangan, kepegawaian, pembinaan organisasi, tatalaksana dan perundang­
udangan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit di 
lingkungan Dinas Perindustrian supaya tertib administrasi dalam organisasi 
serta dapat berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Sekretariat mempunyai fungsi: 
a.	 penyusun rencana dan program dengan berkoordinasi dengan Subag 

Perencanaan dan melalui rapat-rapat koordinasi sehingga rencana 
program dapat tersusun dan baik serta tepat sasaran; 

b.	 pengelola administrasi kepegawaian dengan berkoordinasi dengan Subag 
Umum dan Kepegawaian melalui kelengkapan Data Kepegawaian sehingga 
data yang tersusun akurat dan baik; 
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c.	 pengelola urusan keuangan dengan koordinasi dengan Subag Keuangan 
melalui pengendalian, penataan dan pengawasan sehingga rencana 
kegiatan keuangan dapat terprogram dengan baik; 

d.	 penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja, 
pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan baik 
secara rutin, berkala dan tahunan; 

e.	 pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan dengan 
pengendalian kegiatan yang ada di DPA dan data dari setiap satuan kerja 
serta koordinasi dengan subag Umum dan Kepegawaian dengan 
memperhatikan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan 
kantor baik peralatan kerja, kebersihan sehingga dapat terlaksana dengan 
tertib, baik dan tepat sasaran; 

f.	 penyelenggaraan surat-menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, humas dan 
penyusunan perundang-undangan berdasarkan pergub tentang tata 
naskah sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai aturan dan baik; 

g.	 penyiapan bahan perumusan rencana dan program serta memfasilitasi 
dan melaksakan kerjasama dibidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan 
Perdagangan dengan berkoordinasi melalui rapat-rapat dan program 
melalui subag perencanaan sehingga rencana program sesuai peraturan 
yang berlaku, tepat sasaran dan terlaksana sesuai jadwal yang sudah 
ditetapkan; 

h.	 pelaksanaan bahan pengelolaan anggaran, verifikasi system akutansi 
Pemerintah (TP-TGR) dan tata usaha keuangan atas pertanggungjawaban 
keuangan kantor; 

i.	 penyiapan bahan analisa rencana dan program perkoperasian, UMKM, 
Perindustrian dan Perdagangan; 

J.	 penyiapan perumusan tentang data asset dan perlengkapan pada setiap 
satuan kerja sehingga semua data asset dan perlengkapan terkendali dan 
baik; 

k.	 penyiapan keperluan dan kelengkapan kantor baik keuangan maupun 
perencanaan pada sekretariat sehingga semua dapat terlaksana sesuai 
dengan ketentuan yang telah direncanakan; 

1.	 penyelenggaraan monitoring dan pengendalian persiapan dan laporan 
dinas dengan rapat-rapat koordinasi, pengawasan secara intensif; dan 

m. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Pirnpinan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

Paragraf 1 

Sub Bagien Umum clan KepegawaiaD 

Pual7 

(1)	 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan dan 
memberikan pelayanan dalam urusan surat menyurat, tata naskah dinas, 
kearsipan, perlengkapan rumah tangga, keprotokolan serta pelayanan 
umum, sedangkan kepegawaian menyiapkan bahan penyusunan rencana 
kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, mutasi, promosi dan tata 
usaha kepegawaian, pengembangan dan pembinaan organisasi dan 
tatalaksana di Iingkungan Dinas Perindustrian. 

(2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut: 
a.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan pengkajian dan pengusulan 

perencanaan anggaran kegiatan; 
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b.	 meIaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan surat 
menyurat dan penyediaan alat tulis kantor; 

e.	 melaksanakan dan menyiapkan penyelenggaraan kegiatan kearsipan, tata 
naskah dinas dan perpustakaan; 

d.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan rumah 
tangga; 

e. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan 
keprotokolan dan hubungan masyarakat; 

f. meIaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan administrasi 
perlengkapan dan barang-barang inventaris dan pengelolaan 
aset/kekayaan milik negara di lingkungan satuan kerja; 

g. melaksanakan dan menyiapkan bahan pereneanaan kebutuhan 
saranayprasarana dalam mendukung kegiatan satker dan melaksanakan 
pemeliharaan sarana/prasarana; 

h.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan teknis 
administrasi kepada semua unit di lingkungan dinas; 

i.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan 
dan formasi pegawai; 

j.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan pengembangan dan proses mutasi 
pegawai; 

k,	 melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian kartu pegawai 
Karia/Karsu, Askes, Taspen, cuti, kenaikan pangkat, kenaikan gaji 
berkala, Oaftar Urut Kepangkatan (OUK) pemberhentian dan pensiun 
pegawai dinas dan pemberian penghargaan; 

1.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan penilaian kinerja penyusunan 
usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai serta evaluasi pasca 
pendidikan dan pelatihan pegawai dinas; 

m. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan 
tatausaha kepegawaian; 

n.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan dan pembinaan 
organisasi dan tatalaksana; 

o.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan 
tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

p.	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 

ParagraC2 

Sub Bagipn KeUPIIpD 

Pasal8 

(1)	 Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan 
rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, perhitungan 
anggaran, verifikasi dan pembendaharaan serta pengelolaan dan administrasi 
keuangan di linglrungan Dinas Perindustrian Provinsi Lampung. 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut: 
a.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan 

dan anggaran berlanja untuk dinas; 
b.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan 

administrasi keuangan dan perbendaharaan; 
c.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan verifikasi pertanggungjawaban 

keuangan dan menyusun neraea keuangan satker serta bahan bimbingan 
penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; 



-9­

d.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan 
dan pelaporan anggaran; 

e.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan dokumen keuangan dan 
penyusunan laporan realisasi anggaran; 

f.	 meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang 
disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh 
PPrK; 

g.	 meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS dan SPP-LS gaji 
dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara 
pengeluaran; 

h.	 melakukan veriftkasi SPP; 
i.	 menyiapkan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, dan SPM-LS; 
j.	 melakukan veriftkasi harian atas penerimaan; 
k.	 melaksanakan akuntansi SKPD; dan 
1.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan 

tugas Sub Bagian Keuangan; dan 
m.	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf3 

Sub Balien PerencalUl&n 

Pa8al9 

(I)	 Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, 
perencanaan, penyusunan dan pengembangan program, perumus kebijakan 
serta evaluasi program perindustrian provinsi. 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut: 
a.	 Pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan industri; 
b.	 penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan industri yang 

terintegrasi dan koordinasi penyediaan sarana dan prasarana industri 
dengan mengacu pada tata ruang nasional dan provinsi; 

c.	 penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Satuan Kerja Perangkat Daerah 
di Bidang lndustri; 

d.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi, pengolahan dan 
merumuskan perencanaan sesuai skala provinsi di bidang perindustrian; 

e.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan penelaahan, pengolahan, 
koordinasi, perumusan dan penyusunan rencana program, kegiatan dan 
anggaran perindustrian; 

f.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaporan 
pelaksanaan program kegiatan perindustrian; 

g.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan data dan informasi di bidang 
perindustrian secara terus menerus dan mutakhir; 

h.	 melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi 
Pemerintahan (LAKlP) Satker Dinas Perindustrian; 

i.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan 
tugas Sub Bagian Perencanaan; dan 

j.	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
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Bagian Xetlp
 

Bidalllinduatri Agro
 

PaaallO
 

(1)	 Bidang Industri Agro mempunyai tugas melaksanakan penyiapan petunjuk 
teknis, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, evaluasi dan pengembangan industri 
agro berdasarkan kebijakan teknis operasional. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 
Industri Agro mempunyai fungsi: 
a.	 penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinan dan 

pelaksanaan eli bidang industri hasil pertanian; 
b.	 penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinan dan 

pelaksanaan eli bidang industri hasil perkebunan dan kehutanan; 
c.	 penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinan dan 

pelaksanaan di bidang industri hasil perikanan, kelautan dan Peternakan; 
d.	 pelaksanaan penilaian atas permohonan dan mempersiapkan izin usaha 

agro skala provinsi, dan menetapkan bidang-bidang usaha industri 
prioritas; 

e.	 pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi keIjasama eli bidang industri agro; 
f.	 pelaksanaan pengumpulan, penyusunan, analisis, desiminasi data bidang 

industri agro 
g.	 pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan 

pemerintahan di bidang industri agro; 
h.	 pelaksanaan penjaminan ketersedian dan penyaluran SOA industri agro 

dalam negeri; 
i.	 pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan IKM bidang industri agro; 

dan 
j.	 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf 1 

Seal Induatri BuD PertaniaD 

PaaalU 

(1)	 Seksi Industri Hasil Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pemberian 
bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan industri hasil pertanian, 
menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan 
produksi hasil pertanian serta peningkatan kerjasama, pemantauan, evaluasi 
dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang industri hasil pertanian. 

(2)	 Rincian tugas Seksi Industri Hasil Pertanian adaIah sebagai berikut: 
a.	 melaksanakan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, 

koordinasi, pembinaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan industri hasil 
pertanian; 

b.	 melaksanakan, menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sarana, 
usaha dan produksi basil pertanian; 

c.	 melaksanakan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan dan peningkatan kerjasama penyelenggaraan industri hasil 
pertanian; 

d.	 melaksanakan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan, pelaksanaan sarana dan prasarana penyelenggaraan industri 
hasil pertanian; 
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e.	 melaksanakan penilaian atas permohonan rekomendasi izin usaha 
industri hasil pertanian skala provinsi, dan menetapkan bidang-bidang 
usaha industri prioritas; 

f.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan dan pengawasan serta 
evaluasi penyelenggaraan industri hasil pertanian yang berwawasan 
lingkunga dan berkelanjutan; dan 

g.	 melaksanakan koordinasi penjaminan ketersediaan dan penyaluran SOA 
industri pertanian dalam negeri; 

h.	 melaksanakan pengembangan kreativitas dan inovasi masyarakat industri 
basil pertanian; 

j.	 melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan IKM bidang industri 
hasil pertanian; dan 

k.	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf2 

Sebi IDdustrl Hull PerkebuDaD daD KehutanaD 

Pa8al12 

(1)	 Seksi Industri Hasil Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas 
melaksanakan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan 
industri hasil perkebunan dan kehutanan, menyiapkan bahan pembinaan 
dan pengembangan sarana, usaha dan produksi hasil perkebunan dan 
kehutanan serta peningkatan kerjasarna, pemantauan, evaluasi dan 
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang industri hasil perkebunan dan 
kehutanan agar terwujud pengembangan dan peningkatan mutu industri 
hasil perkebunan dan kehutanan. 

(2) Rincian	 tugas Seksi Industri Hasil Perkebunan dan Kehutanan adalah 
sebagai berikut: 

a.	 melaksanakan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, 
koordinasi, pembinaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan industri basil 
perkebunan dan kehutanan; 

b.	 melaksanakan, menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sarana, 
usaha dan produksi hasil perkebunan dan kehutanan; 

c.	 melaksanakan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan dan peningkatan keIjasama penyelenggaraan industri hasil 
perkebunan dan kehutanan; 

d.	 melaksanakan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan, pelaksanaan sarana dan prasarana penyelenggaraan industri 
hasil perkebunan dan kehutanan; 

e.	 melaksanakan penilaian atas permohonan dan mempersiapkan izin usaha 
industri hasil perkebunan dan kehutanan skala provinsi, dan menetapkan 
bidang-bidang usaha industri prioritas; 

f.	 melaksanakan, menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi 
penyelenggaraan industri basil perkebunan dan kehutanan yang 
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; 

g.	 melaksanakan koordinasi penjaminan ketersediaan dan penyaluran SOA 
industri hasil perkebunan dalam negeri; 

h.	 melaksanakan pengembangan kreativitas dan inovasi masyarakat industri 
hasil perkebunan; 

i.	 melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan IKM bidang industri 
hasil perkebunan; dan 

J.	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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Paragraf3 

Sebi Induatri HaaU PeriOD.D, KeJautaD daD Peternalmn 

Pual13 

(1)	 Seksi Industri Haail Perikanan, Kelautan dan Peternakan mempunyai tugas 
melaksanakan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan 
industri hasil perikanan, kelautan dan petemakan, menyiapkan bahan 
pembinaan dan pengernbangan sarana, usaha dan produksi hasil perikanan, 
kelautan dan peternakan serta peningkatan kerjasama, pemantauan, 
evaluasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang hasil perikanan. 
kelautan dan peternakan. 

(2)	 Rincian tugas Seksi Industri Hasil Perikanan, Kelautan dan Petemakan 
adalah sebagai berikut: 

a.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, 
fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan penyelenggaraan 
industri hasil perikanan, kelautan dan petemakan; 

b.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan 
sarana, usaha dan produksi hasil perikanan, kelautan dan petemakan; 

c.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan dan peningkatan kerjasama penyelenggaraan industri hasil 
perikanan, kelautan dan petemakan; 

d.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan dan pelaksanaan sarana dan prasarana penyelenggaraan 
industri hasil perikanan, kelautan dan peternakan: 

e.	 melaksanakan penilaian atas permohonan rekomendasi izin usaha 
industri hasil perikanan, kelautan dan peternakan skala provinsi, dan 
menetapkan bidang-bidang usaha industri prioritas; 

f.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi 
penyelenggaraan industri hasil perikanan, kelautan dan petemakan yang 
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; 

g.	 melaksanakan koordinasi penjaminan ketersediaan dan penyaluran SOA 
industri perikanan, kelautan dan peternakan dalam negeri; 

,~ 

h.	 melaksanakan pengembangan kreativitas dan inovasi masyarakat industri 
hasil perikanan, kelautan dan petemakan; 

1.	 melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan IKM bidang industri 
hasil perikanan, kelautan dan peternakan; dan 

j.	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

BagiRD Keempat 

BldaDg Induatri helm 

Pual14 

(1)	 Bidang Industri Aneka mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
petunjuk teknis pembinaan, fasilitasi, koordinasi, evaluasi dan 
pengembangan di bidang industri aneka berdasarkan kebijakan teknis 
operasional. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Bidang 
Industri Aneka mempunyai fungsi: 

a.	 penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinan dan 
pelaksanaan di bidang industri sandang, industri fumitur, industri kulit 
dan kerajinan; 
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b.	 pelaksanaan penilaian atas permohonan dan mempersiapkan izin usaha 
industri aneka skala provinsi, dan menetapkan bidang-bidang usaha 
industri prioritas; 

c.	 pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi keIjasama di bidang industri aneka; 

d.	 pelaksanaan pengumpulan, penyusunan, analisis, desiminasi data bidang 
industri aneka; 

e.	 pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan 
urusan pemerintahan di bidang industri aneka; 

f.	 melaksanakan koordinasi penjaminan ketersediaan dan penyaluran SDA 
industri aneka dalam negeri; 

g.	 melaksanakan pengembangan kreativitas dan inovasi masyarakat industri 
aneka; 

h.	 melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan IKM bidang industri 
aneka; dan 

1.	 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Paragrar 1 

Sebllnduatrl SaDdaDg 

Pual15 

(1)	 Seksi Industri Sandang mempunyai tugas melaksanakan pemberian 
bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan industri sandang, 
menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan 
produksi hasil industri sandang, serta peningkatan kerjasama, pemantauan, 
pengawasan, evaluasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang industri 
sandang. 

(2)	 Rincian tugas Seksi Industri Sandang adalah sebagai berikut: 
a.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, 

fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan serta penyelenggaraan 
industri sandang; 

b.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan 
sarana, usaha dan produksi hasil industri sandang; 

c.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan dan peningkatan kerjasama penyelenggaraan industri 
sandang; 

d.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan dan pelaksanaan sarana prasarana penyelenggaraan industri 
sandang; 

e.	 melaksanakan penilaian atas permohonan dan mempersiapkan izin usaha 
industri sandang skala provinsi, dan menetapkan bidang-bidang usaha 
industri prioritas; 

f.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan 
evaluasi penyelenggaraan industri sandang yang berwawasan lingkungan 
dan berkelanjutan; 

g.	 melaksanakan koordinasi penjaminan ketersediaan dan penyaluran SDA 
industri sandang dalam negeri; 

h.	 melaksanakan pengembangan kreativitas dan inovasi masyarakat industri 
sandang; 

i.	 melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan IKM bidang industri 
sandang;dan 

j.	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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Paragraf'2 

Selmi Induatri Furniture 

Pual16 

(1)	 Seksi Industri Furniture mempunyai tugas melaksanakan pemberian 
bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan industri furniture, 
menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan 
produksi hasil industri furniture, serta peningkatan keriasama, pemantauan, 
pengawasan, evaluasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang industri 
furniture. 

(2)	 Rincian tugas Seksi Industri Furniture adalah sebagai berikut: 

a.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, 
fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan serta penyelenggaraan 
industri furniture; 

b.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan 
sarana, usaha dan produksi hasil industri furniture; 

c.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan dan peningkatan kerjasama penyelenggaraan industri 
furniture; 

d.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan dan pelaksanaan sarana prasarana penyelenggaraan industri 
furniture; 

e.	 melaksanakan penilaian atas permohonan dan mempersiapkan izin usaha 
industri funiture skala provinsi, dan menetapkan bidang-bidang usaha 
industri prioritas; 

f.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi 
penyelenggaraan industri furniture; 

g.	 melaksanakan koordinasi penjaminan ketersediaan dan penyaluran SDA 
industri furniture dalam negeri; 

h.	 melaksanakan pengembangan kreativitas dan inovasi masyarakat industri 
hasil furniture; 

i. melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan IKM bidang industri 
basil furniture; dan 

j, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf3 

Selmi Induatri RuBt dan KenJiDaD 

Pual17 

(I)	 Seksi Industri Kulit dan Kerajinan mempunyai tugas melaksanakan 
pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan industri kulit 
dan kerajinan, menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sarana, 
usaha dan produksi basil kulit dan kerajinan, serta peningkatan kerjasama, 
pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di 
bidang industri kulit dan kerajinan. 

(2)	 Rincian Tugas Seksi Industri Kulit dan Kerajinan adalah sebagai berikut: 

a.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, 
fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan serta penyelenggaraan 
industri kulit dan kerajinan; 

b.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan 
sarana, usaha dan produksi industri kulit dan kerajinan; 
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c.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan dan peningkatan kerjasama penyelenggaraan industri kulit 
dan kerajinan; 

d.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan dan pelaksanaan sarana prasarana penyelenggaraan industri 
kulit dan kerajinan; 

e.	 melaksanakan penilaian atas permohonan dan mempersiapkan izin usaha 
industri kulit dan kerajinan skala provinsi, dan menetapkan bidang­
bidang usaha industri prioritas; 

f.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan 
evaluasi penyelenggaraan industri kulit dan kerajinan yang berwawasan 
lingkungan dan berkelanjutan; 

g.	 melaksanakan koordinasi penjaminan ketersediaan dan penyaluran SDA 
industri kulit dan kerajinan dalam negeri; 

h.	 melaksanakan pengembangan kreativitas dan inovasi masyarakat industri 
kulit dan kerajinan; 

i.	 melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan IKM bidang industri 
kulit dan kerajinan; dan 

j.	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Bagian KeUma 

BldaDg Industrl Duar 

Paaal18 

(1)	 Bidang Industri Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan kebijakan 
teknis, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, evaluasi dan pengembangan di 
bidang industri dasar berdasarkan kebijakan teknis operasional. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 
Industri Dasar mempunyai fungsi: 
a.	 penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang industri logam, mesin dan alat transpotasi; 
b.	 penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang industri keramik, bahan bangunan dan hasil 
pertambangan; 

c.	 penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang industri Kimia dan elektronika; 

d.	 pelaksanaan kordinasi dan fasilitasi kerjasama di bidang industri dasar; 
e.	 pelaksanaan pengumpulan, penyusunan, analisis, desiminasi data bidang 

industri dasar; 
f.	 pelaksanaan pernantauan, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan 

urusan pemerintahan di bidang industri dasar; 
k.	 pelaksanaan penjaminan ketersediaan dan penyaluran SDA industri dasar 

dalam negeri; 

1.	 melaksanakan pengembangan kreativitas dan inovasi masyarakat industri 
dasar; 

g.	 pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan IKM bidang industrl dasar; 
dan 

h.	 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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Paragrafl 

Sebl IDduatri Logam, M.aiD dan A1at TraDepotul 

Pual19 

(1)	 Seksi Industri Logam, Mesin dan Alat Transpotasi mempunyai tugas 
melaksanakan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan 
industri logam, menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sarana, 
usaha dan produksi hasil industri logam, mesin dan alat transpotasi, serta 
peningkatan kerjasama, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaksanaan 
kebijakan teknis di bidang industri logam, mesin dan alat transpotasi. 

(2)	 Rincian tugas Seksi Industri Logam, Mesin dan Alat Transpotasi adalah 
sebagai berikut: 
a.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, 

fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan serta penyelenggaraan 
industri logam, mesin dan alat transpotasi; 

b.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaaan dan pengembangan 
sarana, usaha dan produksi hasil industri logam, mesin dan alat 
transpotasi; 

c.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan dan peningkatan kerjasama penyelenggaraan industri logam, 
mesin dan alat transpotasi; 

d.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan dan pelaksanaan sarana prasarana penyelenggaraan industri 
logam, mesin dan alat transpotasi; 

e.	 melaksanaan penilaian atas pennohonan dan mempersiapkan izin usaha 
industri logam, mesin dan alat transpotasi skala provinsi, dan menetapkan 
bidang-bidang usaha industri prioritas; 

£.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan 
evaluasi penyelenggaraan industri logam, mesin dan alat transpotasi yang 
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; 

g.	 melaksanakan koordinasi penjaminan ketersediaan dan penyaluran SDA 
industri logam, mesin dan alat transpotasi dalam negeri; 

h.	 melaksanakan pengembangan kreativitas dan inovasi masyarakat industri 
logam, mesin dan alat transpotasi; 

i. melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan IKM bidang industri 
logam, mesin dan alat transpotasi; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, 

Parapaf2 
Sebi IDduatrl Kenm1k, Bahan IJaDguIl&ll dan Run PertambaDgaD 

Pual20 

(1)	 Seksi Industri Keramik, Bahan Bangunan dan Hasil Pertambangan 
mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis terhadap 
pelaksanaan kebijakan industri keramik, menyiapkan bahan pembinaan dan 
pengembangan sarana, usaha dan produksi hasil industri keramik, bahan 
bangunan dan hasil pertambangan, serta peningkatan kerjasama, 
pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di 
bidang industri keramik, bahan bangunan dan hasil pertarnbangan. 
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(2)	 Rincian tugas Seksi Industri Keramik, Bahan Bangunan dan Hasil 
Pertarnbangan adalah sebagai berikut: 
a.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan penunusan kebijakan teknis, 

fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan serta penyelenggaraan 
industri keramik, bahan bangunan dan hasil pertambangan; 

b.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaaan dan pengembangan 
sarana, usaha dan produksi hasil industri keramik, bahan bangunan dan 
hasil pertambangan; 

c.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan dan peningkatan kerjasama penyelenggaraan industri keramik, 
bahan bangunan dan hasil pertambangan; 

d.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan dan pelaksanaan sarana prasarana penyelenggaraan industri 
kerarnik, bahan bangunan dan hasil pertambangan; 

e.	 melaksanaan penilaian atas permohonan dan mempersiapkan izin usaha 
industri keramik, bahan bangunan dan hasil pertarnbangan skala 
provinsi, dan menetapkan bidang-bidang usaha industri prioritas; 

f.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan 
evaluasi penyelenggaraan industri keramik, bahan bangunan dan hasil 
pertarnbangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; 

m. melaksanakan koordinasi penjaminan ketersediaan dan penyaluran SDA 
industri keramik, bahan bangunan dan basil pertarnbangan dalam negeri; 

n.	 melaksanakan pengembangan kreativitas dan inovasi masyarakat industri 
keramik, bahan bangunan dan hasil pertarnbangan; 

g.	 melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan IKM bidang industri 
keramik, bahan bangunan dan hasil pertarnbangan; dan 

h.	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf3 

Sebllnduatri Kimta clan Elelrtrontb 

Pual21 

(1)	 Seksi Industri Kimia dan Elektronika mempunyai tugas melaksanakan 
pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan industri kimia 
dan elektronika, menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sarana, 
usaha dan produksi industri kimia dan elektronika, serta peningkatan 
kerjasama, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaksanaan kebijakan 
teknis di bidang industri kimia dan elektronika. 

(2)	 Rincian tugas Seksi Industri Kimia dan Elektronika adalah sebagai berikut: 
a.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, 

fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan serta penyelenggaraan 
industri kimia dan elektronika; 

b.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaaan dan pengembangan 
sarana, usaha dan produksi hasil industri kimia dan elektronika; 

c.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan dan peningkatan kerjasama penyelenggaraan industri kimia 
dan elektronika; 

d.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan dan pelaksanaan sarana prasarana penyelenggaraan industri 
kimia dan elektronika; 
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e.	 melaksanaan penilaian atas permohonan dan mempersiapkan izin usaha 
industri kimia dan elektronika dan bahan-bahan bangunan skala provinei, 
dan menetapkan bidang-bidang usaha industri prioritas; 

f.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan 
evaluasi penyelenggaraan industri kimia dan elektronika yang berwawasan 
lingkungan dan berkelanjutan; 

g.	 melaksanakan koordinasi penjaminan ketersediaan dan penyaluran SDA 
industri industri kimia dan elektronik dalam negeri; 

h.	 melaksanakan pengembangan kreativitas dan Inovasi masyarakat industri 
kimia dan elektronik; 

i,	 melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan IKM bidang industri 
kimia dan elektronik; dan 

j.	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Bagl8D KeelUUD 

Biclang PengeJlld.Uan. KerJa..ma claD PerwUayalum Induatri 

Paaal22 

(1)	 Bidang Pengendalian, Kerjasama dan Perwilayahan Industri mempunyai 
tugas melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis, pembinaan, fasilitasi, 
koordinasi, evaluasi dan pengembangan dibidang pengendalian, kerjasama 
dan perwilayahan industri berdasarkan kebijakan teknis operasional. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Bidang 
Pengendalian, Kerjasama dan Perwilayahan Industri mempunyai fungsi: 
Q.	 penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang pengendalian industri; 
b.	 penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang kerjasama industri; 
c.	 penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang perwilayahan industri; 
d.	 penyiapan koordinasi dan fasilitasi kerjasama di bidang pengendalian, 

kerjasama dan perwilayahan industri; 
~.	 e. pelaksanaan pengumpulan, penyusunan, analisis, desiminasi data bidang 

pengendalian, kerjasama dan perwilayahan industri . 
f.	 pelaksanaan pernantauan, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan 

pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengendalian, kerjasama dan 
perwilayahan industri; dan 

g.	 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Pangrafl 

8ebi PengeJlld.U8n Induatrl 

Pual23 

(1)	 Seksi Pengendalian Industri mempunyai tugas melaksanakan pemberian 
bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pengendalian industri, 
menyiapkan bahan pembinaan pengendalian industri, serta peningkatan 
kerjasama, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaksanaan kebijakan 
teknis di bidang pengendalian industri. 

(2)	 Rincian tugas Seksi Pengendalian Industri adalah sebagai berikut: 
Q.	 melaksanakan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, Iasilitasi, 

koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan serta penyelenggaraan 
pengendalian industri; 
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b. meIaksanakan, menyiapkan bahan pembinaan pengendalian industri; 
c. melaksanakan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan peningkatan pengendalian industri; 
d. melaksanakan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan pelaksanaan sarana dan prasarana penyelenggaraan 
pengendalian industri; 

e. meiaksanakan, menyiapkan bahan pemantauan dan pengawasan serta 
evaluasi penyelenggaraan pengendalian industri; 

f. melaksanakan sistem informasi industri nasional; 
g.	 melaksanakan pengawasan dan pengendalian industri; dan 
f.	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Panpaf2 

8ebi Kerjpsam 8 IDdustri 

Paaal24 

(I)	 Seksi Kerjasama Industri mempunyai tugas melaksanakan pemberian 
bimbingen teknis terhadap pelaksanaan kebijakan kerjasama industri, 
menyiapkan bahan pembinaan pengendalian industri, serta peningkatan 
kerjasama, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di 
bidang kerjasama industri. 

(2)	 Rincian tugas 8eksi Kerjasama Industri adalah sebagai berikut: 
a.	 melaksanakan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, 

koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan serta penyelenggaraan kerjasama 
industri; 

b.	 meIaksanakan, menyiapkan bahan pembinaan kerjasama industri; 
c.	 meiaksanakan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan peningkatan kerjasama industri; 
d.	 melaksanakan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan pelaksanaan sarana dan prasarana penyelenggaraan 
kerjasama industri; 

e.	 melaksanakan, menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi 
penye1enggaraan kerjasama industri; 

f.	 melaksanakan pembangunan 80M indistri; 
g.	 meiaksanakan pernbangunan Pusdiklat di WPPI; 
h.	 meIaksanakan pengembangan dan penguasaan teknologi industri; 
i.	 melaksanakan koordinasi penyediaan pembiayaan yang kompetitif untuk 

pembangunan industri; 
j.	 melaksanakan koordinasi peningkatan penanaman modal bidang industri; 
k.	 melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk mempercepat pembangunan 

industri; dan 
1.	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Paragrar3 

8ebi PenrUayahaD IDdustri 

Pual25 
(1)	 Seksi Perwilayahan Industri mempunyai tugas melaksanakan pemberian 

bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan perwilayahan industri, 
menyiapkan bahan pembinaan perwilayahan industri, serta peningkatan 
kerjasama, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di 
bidang perwilayahan industri. 
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(2) Rincian tugas Seksi Perwilayahan Industri adalah sebagai berikut: 
a.	 melaksanakan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, 

koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan serta penyelenggaraan 
perwilayahan industri; 

b.	 melaksanakan, menyiapkan bahan pembinaan perwilayahan industri; 
c. melaksanakan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan peningkatan perwilayahan industri; 
d. melaksanakan, menyiapkan bahan perwnusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan pelaksanaan sarana dan prasarana penyelenggaraan 
perwilayahan industri; 

e.	 melaksanakan, menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi 
penyelenggaraan perwilayahan industri; 

f.	 melaksanakan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan 
industri; 

g.	 melaksanakan koordinasi untuk penjaminan ketersediaan infrastruktur; 
dan 

h.	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

BABIV 
KELOIiPOK JABATAIf I'U!fGSIONAL 

Pual26 

(1) Kelompok	 Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan 
jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

(2)	 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang 
ditunjuk oleh Gubemur, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

Pual27 

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahIiannya. 

(2)	 Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan 
berdasarkan kebutuhan dan beban keIja. 

(3)	 Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(4)	 Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BABV
 

JABATAIf PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 
Pual28
 

(1) Kepala	 dinas merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi 
pratama. 

(2)	 Sekretaris, kepala bidang dinas, merupakan jabatan eselon IlIa atau jabatan 
administrator. 

(3)	 Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas kelas A, merupakan jabatan eselon II1b 
atau jabatan administrator. 

(4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas kelas B, kepala sub bagian dan kepala 
seksi pada Dinas, kepala sub bagian dan kepala seksi pada Unit Pe1aksana 
Teknis Dinas kelas A merupakanjabatan eselon IVa ataujabatan pengawas. 

(5)	 Kepala sub bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas kelas B merupakan 
jabatan eselon !Vb atau jabatan pengawas. 
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BABVI 

PENGANGKATAN DAN PEllBERHENTIAR DAT,AM JABATAN 

Pual29 

(1) Kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala 
seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Aparatur Sipil 
Negara yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

(2)	 Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan Struktural dilakukan sesuai 
peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 

BABVU 

TATAKERJA 

Pual30 

(1)	 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Kerja dalam lingkungan Dinas 
Perindustrian wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi 
dan simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain. 

(2)	 Setiap Kepala Unit Kerja dalam lingkungan Dinas Perindustrian 
bertanggungjawab rnemimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan 
bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan 
tugas kedinasan, 

(3)	 Setiap Kepala Unit Kerja dalam lingkungan Dinas Perindustrian bertanggung 
jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap 
pelaksanaan tugas masing-masing. 

(4)	 Setiap Kepala Unit Kerja dalam lingkungan Dinas Perindustrian wajib 
melaksanakan pengendalian intern. 

Pual31 

(1)	 Setiap pejabat struktural dalam lingkungan Dinas Perindustrian 
bertanggungjawab dalam memimpin, mengkoorclinasikan, mengendalikan 
dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas 
bawahannya masing-masing. 

(2)	 Setiap pejabat struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk 
dan bertanggungjawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan 
laporan tepat pada waktunya. 

(3)	 Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, agar tembusan disampaikan 
kepada unit kerja lain di lingkungan Dinas Perindustrian yang secara 
fungsional mempunyai hubungan kerja. 

(4)	 Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Kerja diolah dan 
dipergunakan sebagai bahan penyusunan Iaporan lebih Ianjut dan dijadikan 
bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. 

Pual32 

(1)	 Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2)	 Dalam hal Sekretaris berhalangan, tugas-tugas para Kepala Bidang berada 
dalam koordinasi seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh atasan satuan 
organisasi dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urutan 
Kepangkatan. 
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(3)	 Oalam hal Sekretaris atau Kepala Bidang berhalangan, tugas-tugas 
Sekretaris atau Kepala Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Sub 
Bagian atau Kepala Seksi masing-masing Bidang yang ditunjuk oleh atasan 
satuan organisasi dengan memperhatikan senioritas dalam Oaftar Urutan 
Kepangkatan. 

BABVDI 

KETENTUAlf PENUTUP 

Paaal33 

Oengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung 
Nomor 34 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan TatakeIja Oinas-Oinas 
Oaerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Gubemur Lampung Nomor 5 Tahun 2015, 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Paaal34 

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diatur lebih 
Ianjut oleh Kepala Dinas Perindustrian setelah disetujui Gubernur. 

Paaal35 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal, 14 Desember 2016 

GUBERl'fUR LAllIPUNG, 

ttd 

M.	 RlDHO FICARDO 

Oiundangkan di Telukbetung 
pada tanggal, 14 Desember 2016 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUN'G, 

ttd 

Ir. Sl1TONO, M.M 
PembiDa l1tama Madya 

IIIP. 19580728198602 1002 

Salinan sesu dengan aslinya 
imPALA B RO HlJKUM. 

ZULFIKAR, SR. lIB
 
PembiDa l1tama Muda
 

NIP, 19680428 199203 1 003
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